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ABSTRACT

The aim of this research ie to know the role of the Coeperation in
Indonesian economy in 2017. The methode of it library one by taking the
data from magzine, daily newpaper, goggle and others. The results of it
are (1) Cooperation is business body which the members of people or law
orgnization based the priciples of cooperation and automtically the
movement people economy based on as the priciple of family group, (2)
The cooperation has the big role in the aindonesian economy bacause it
can dinamize the people economi, (3) The situation of the cooperation is
very stratagic it is, threfore, the government takes vocus in the national
economic development, (3) At themoment it is badly needed the strong
commitment to develop cooperation which is able to help itself according
toitsidentity of it. The suggestions are (1) The government can support it
towards the global economy; (2) By global it can more active to develop
Indonesian economy maximallyand can improve the society welfare.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan badan wusaha yang mengutamakan
kepentingan anggotanya karena koperasi menjalanionomi
kerakyatan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakggotanya. Tidak
seperti badan usaha lain yang berorientasi pada [@bjuan koperasi
adalah mensejahterakan anggotanya, jadi kepetngegota lebih
diutamakan

Jumlah koperasi di Indonesia sangat banyak. Apathgera
globalisasi ini, dimana di tahun 2015 sudah dimi&A (Masyarakat
Ekonomi Asean). Dimana adanya pasar bebas di wilasean maka
program koperasi yaitu koperasi menuju perekonongérbal yang
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diharapkan koperasi berpengaruh positif dan benpdrasar dalam
meningkatkan perekonomian di Indonesia

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Koperas
Koperasi menurut Mohammad Hatta yaitu usaha bersautogk

memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasadtang menolong.
Undang-undang 12/1967 menjelaskan bahwa koperasatadBU yang
beranggotakan orang seorang atau BHK dengan makiama kegiatan
berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakanomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan medang-undang
25/1992 koperasi merupakan BU yang beranggotakamgaseorang atau
BHK dengan melaksanakan kegiatannya berdasar priksperasi,
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sardatas asas
kekeluargaan. Koperasi mempunyai pengertian pegaitg:
1. Koperasi merupakan organisasi orang.
2. Usaha karena adanya kepentingan bersama.
3. Melayani anggota dan masyarakat lingkungannya.
4. Perkumpulan di bidang ekonomi yang didukung oleggata dan

menghimpun kekuatan untuk mencapai tujuannya.

5. Usaha yang demokratis.

6. Tujuan ganda, disamping memenuhi kebutuhan anggota
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat wata#tisya.

Karakteristik koperasi yaitu:

1. Pemilik adalah anggota sekaligus juga pelanggan

2. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota

3. Satu anggota adalah satu suara

4. Organisasi itu diurus secara demokratis

5. Tujuan mensejahterakan anggotanya jadi tidak hamgngejar
keuntungan saja.

6. Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa angigepmda

koperasi.

7. Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badannmhuwang
berusaha mensejahterakan masyarakat (termasuktahggo

8. Koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi.

9. Koperasi merupakan sistem ekonomi.

10. Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani aaggo

11.Tata pelaksanaannya bersifat terbuka bagi selurgbca.
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Berkoperasi dianjurkan karena memiliki manfaat-raanf di
berbagai bidang misalnya (1) bidang Moral; artibwgkerja sama (saling
membantu) merupakan kewajiban; (2) Bidang Politkoiomi artinya
bekerjasama memiliki daya tawar yang besar (coliediergaining); dan
(3) Bidang Kebijakan Pemerintah, Individualisme daraterialisme
(homoekomunikus) serakah usaha kecil tidak memild&ya menghadapi
usaha besar (kecenderungan munculnya monopoli dagopoli).
Pemerintah memaksa untuk bekerja sama.

Prinsip Koperasi

Prinsip merupakan amanat, kebijakan, dan praktedasgkan
kegunaan prinsip merupakan sebagai pedoman dan k untu
membandingkan. Prinsip Koperasi Indonesia (Pas&lb?25 / 1992)
yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3. Pembagian SHU dilakukan adil dan sebanding dengaarbya jasa
usaha masing-masing anggota

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

5. Kemandirian

Sedangkan untuk prinsip Internasional CooperatiNiace (1996) yaitu:

Sifat keanggotaan koperasi adalah sukarela

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi

Tiap anggota mempunyai hak suara yang sama

Pembagian shu berdasarkan atas perimbangan begmsaydan bunga

Atas modal yang ditanam dalam koperasi pemilik rh¢lawk anggota

maupun non anggota) diberi bunga terbatas.

agrwnhE

Perkembangan Koperasi di Indonesia

Perkembangan Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Terpimpin
Peraturan konsep pengembangan koperasi secara dasal

seragam dan dikeluarkan berdasarkan pertimbangémpangan

sebagai berikut :

a. Menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan seatadfyD
1945 dan Manipol RI tanggal 17 Agustus 1959, dimlaberasi
diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatam da
penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan uatak
melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sasiligla
Indonesia, sendi kehidupan ekonomi bangsa Indortssiadasar
untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai tadup
yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmang
demokratis.

= o
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b. Bahwa pemerintah wajib mengambil sikap yang aktiflach
membina Gerakan Koperasi berdasarkan azas-azas ki@dsino
terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing
melindungi dan mengawasi perkembangan Gerakan Esper

c. Bahwa dengan menyerahkan penyelenggaraan kopespsid&
inisiatif Gerakan Koperasi sendiri dalam taraf sakg bukan saja
tidakk mencapai tujuan untuk membendung arus Hegmia dan
liberalism, tetapi juga tidak menjamin bentuk ongasi dan cara
bekerja yang sehat sesuai dengan azas-azas kopgasi
sebenarnya.

2. Perkembangan Koperas pada Masa Orde Baru

Semangat Orde Baru yang dimulai titik awalnya 11ré¥f1al996

segera setelah itu pada tanggal 18 Desember 1%6Y ddahirkan

Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal dengU No.

12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. KonsidésU No.

12/1967 tersebut adalah sebagai berikut ;

1) Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang
Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang Rygtda
hendak :

a. menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abd
langsung daripada politik. Sehingga mengabaikaneitasp
sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat.

b. menyelewengkan landasan-landasan, azas-azas dalt+ sen
sendi dasar koperasi dari kemrniannya.

2) a. Bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Ugdamdang
baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru
sebagaimana dituangkan dalam Ketepatan-ketepatalRSMP
Sidang ke IV dan Sidang Istimewa untuk memungkinkagi
koperasi mendapatkan kedudukan hokum dan tempa yan
semestinya sebagai wadah organisasi perjuanganomion
rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat peokiasian
ekonomi nasional.

b. Bahwa koperasi bersama-sama dengan sector ekdlegara
dan swasta bergerak di segala sektor ekonomi Nedmma
swasta bergerak di segala kegiatan dan kehidupanogk
bangsa dalam rangka memampukan dirinya bagi ussdizau
untuk mewujudkan masyarakat Sosialisme Indonesia
berdasarkan Panvcasila yang adil dan makmur doritihhan
Yang Maha Esa.

3) Bahwa berhubungan dengan itu, maka Undang-Undangl#lo
tahun 1965 perlu dicabut dan perlu mencerminkaa,jserta cita-
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cita yang terkandung dalam jelas menyatakan, bahwa
perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha leersam
berdasarkan atas azas kekeluargaan dan koperdsih asktu
bangunan usaha yang sesuai dengan susunan pere&ona@ng
dimaksud itu. Berdasarkan pada ketentuan itu dawkunencapai
cita-cita tersebut Pemerintah mempunyai kewajibamimmbing
dan membina perkoperasian Indonesia dengan sikag rfigarsa
sung tulada, ing madya mbangun karsa, tut wuri déwgena “. Di
bidang idiil, koperasi Indonesia merupakan satursa wadah
untuk menyusun perekonomian rakyat berazaskan kaigean
dan kegotong-royongan yang merupakan cirri khas tHa
kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memanddaggan,
aliran maupun kepercayaan yang dianut seseorangerd§i
sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional ditalkan
dalan rangka dalam rangka politik maupun perjuangangsa
Indonesia. Menurut pasal. 3 UU No. 12/1967, kopdrafonesia
adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak akoci
beranggotakan orang-orang atau badan hukum kopgeas]
merupakan tata azas kekeluargaan. Penjelasan pasabut
menyatakan bahwa “ koperasi Indonesia adalah kianpaiang-
orang yang sebagai manusia secara bersamaan, abekeyk
memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka da
kepentingan masyarakat”.

3. Perkembangan Koperasi pada M asa Refor masi

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untukufae
gerakan koperasiyang otonom, namun fokus bisniserasp harus
diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yampgii seperti
jasakeuangan, pelayananinfrastruktur serta pemmbleéesama. Dengan
otonomiselain peluang untuk memanfaatkan potemsigEt juga
terdapat potensi benturan yang harus diselesaikamgllat daerah.

Dalam hal ini konsolidasi potensikeuangan, penganghn
jaringaninformasiserta pengembangan pusat inovasian d
teknologimerupakan kebutuhan pendukung untuk kyatkehadiran
koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendo-rongepefang-an
lembaga penjamin kredit di daerah. Pemusatan keipérdidang jasa
keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada ting&htipaten/kota
atau “kabupaten dan kota” agar menjaga arus dangadielebih
seimbang dan memperhatikan kepentingan daerah &naksy
setempat).

Fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini selainagarijkuiditas
juga dapat memainkan peran pengawasan dan perbaigaajemen
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hingga pengembangan sistem asuransi tabungan vyaagat d
diintegrasikan dalam sistem asuransi secara ndsidtendekatan
pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangianbuokti
menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya g&bkoperasi
yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan selisgtan usaha yang
kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi mengpekasi dengan
jatidirinya akan menjadi agenda panjang yang hatialui oleh
koperasi di Indonesia.

Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembag
keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuknpeskokoh
pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawahndamahan arus
ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih digaduPembenahan
ini akan merupakan elemen penting dalam membangstens
pembiayaan mikro di tanah air yang merupakan tulpogggung
gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.

C. Hukum Penanaman Modal Indonesia

Untuk memahami arti dari penanaman modal, penanagaindan
modal kita bisa melihat pada Undang-Undang NomorTaGun 2007
Tentang Penanaman Modal.

Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal menjelaskan abahw

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan emenaodal, baik
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaml msidg untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indene$?asal tersebut
memberikan titik tekan pada kegiatannya, yaitu manamodal. Kegiatan
mana dapat dilakukan oleh penanam modal dalam inegaupun
penanam modal asing yang berasal dari luar IndaneBada akhir pasal
tersebut juga menegaskan bahwa undang-undang mgang kegiatan
menanam modal yang usahanya dilakukan di wilayajanae Republik
Indonesia. Sehingga undang-undang ini tidak menga&igiatan menanam
modal yang usahanya dilakukan diluar wilayah neg&eapublik
Indonesia.

Penanam modal menurut Pasal 1 angka 4 UU Penaniiodal
adalah perseorangan atau badan usaha yang melgt@kanaman modal
yang dapat berupa penanam modal dalam negeri daange modal
asing.

Pointers utama Pasal 1 angka 4 diatas ialah penarmadal adalah
pihak yang melakukan kegiatan menanam modal. Pihaka dapat
berupa orang-perseorangan ataupun berbentuk baddwa yang berasal
dari dalam ataupun luar negeri.
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Modal menurut Pasal 1 angka 7 UU Penanaman Moddhlacset
dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan yang dimiliki oleh
penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Jika kita perhatikan dari pengertian penanaman habata penanam
modal sebelumnya maka modal merupakan apa yangaditaasset)
dalam kegiatan penanaman modal oleh pihak penanagalmApa yang
ditanam dapat berupa uang atau bentuk lain sekaig yang memiliki
nilai ekonomis. Jika uang atau bentuk lain selaamguyang ditanam
tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ia iddapat dikategorikan
sebagai modal atau asset. (Asevy Sobari, SH)

Pengertian Hukum Penanaman Modal

Hukum penanaman modal atau disebut di beberapatliteHukum
Investasi. Hal itu merupakan salah satu elemen ingentdalam
pembangunan ekonomi nasional. Pengertian Hukumnpeman Modal
akan memberikan pemahaman yang baik tentang kduseep
penanaman modal di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanamaal raddlah
"segala bentuk kegiatan menanam modal, baik olehr@en modal dalam
negeri maupun penanam modal asing untuk melakugahaudi wilayah
Negara Republik Indonesia”.

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa hukum investasiupakan
norma-norma hukum berkenaan dengan investasi, tsspaeat,
perlindungan hukum, dan yang terpenting agar petean investasi
dapat mensejahterakan rakyat. Objek Hukum investadiputi objek
materiil berupa bahan yang dijadikan sasaran dglangkajiannya, dan
objek formal berupa sudut pandang tertentu terhadbggk materiilnya.
Objek formal hukum investasi adalah mengatur :hapungan antara
investor dengan negara penerima modal; (b) bidah@a yang terbuka
untuk investasi; (c) prosedur dan syarat-syaratakoédan investasi di
suatu negara.

Asas hukum internasional merupakan asas di dalargefesaian
sengketa antara pemerintah dengan penanam modaijsapemerintah
melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak ik misecara
menyeluruh, maka penyelesaiannya harus didasarleala @sas-asas
hukum internasional. Di dalam Agreement on Tradéated Invesment
Measures (TRIMs) telah ditentukan sebuah asas, u yadtsas
nondiskriminasi. Asas ini maksudnya adalah hukuwestasi itu sendiri
bersifat tidak mengenal batas negara (State Bes!

Kegiatan penenaman modal memiliki subjek berupagoeangan,
negara dan badan usaha. Dalam Pasal 1 angka 5 ¢gJbdaang Nomor
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25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penaniiodal), yang

dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri atfaaseorangan
warga nhegara Indonesia, badan usaha Indonesia, rdNegapublik

Indonesia, atau daerah yang melakukan penanamaml rdodvilayah

Negara Republik Indonesia", sedangkan yang dimakslahgan

penanaman modal asing adalah "perseorangan waggaanasing, badan
usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakgplenanaman
modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengertian modal menurut UU Penanaman Modal daibaigid
menjadi dua bagian, yaitu modal asing dan modandategeri. Modal
asing adalah modal yang dimiliki oleh negara aspggseorangan warga
negara asing, badan usaha asing dan badan hukog) dan/atau badan
hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modadinpdiki oleh
pihak asing; Sedangkan modal dalam negeri adalatalm@ng dimiliki
oleh negara Republik Indonesia, perseorangan waeggra Indonesia
atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atak herbadan
hukum.

Sebelum diundangkannyaUU Penanaman Modal, ditemuaken
ketentuan mengenai penanaman modal di Indonesia) Y#ndang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penenaman ModahgA
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Ndrofahun
1970, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 TenRemenaman
Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dehyatang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum penanaman madiiah
seperangkat ketentuan-ketentuan atau aturan-aty@mg menjadi
pedoman bagi penanam modal asing dan penanam rmaldah negeri
dalam melakukan kegiatan investasi berupa uang lidan uang di
wilayah negara Republik Indonesia.

1. PEMBAHASAN

A. Peran Koperas dalam Perekonomian Indonesia

Koperasi sebagai badan usaha, organisasi dan tkegisahanya
harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kopersrena prinsip
koperasi merupakan garis-garis penuntun yang digam oleh koperasi
untuk melaksanakan nilai-nilai dalam praktek sepémanggotaan
sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggotarssedemokratis,
partisipasi ekonomi anggota, pendidikan, pelatihdan informasi,
kerjasama diantara koperasi dan kepedulian terhealtapnitas.
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Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia ddjettdiari:

» Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatanoek di
berbagai sektor,

» Penyedia lapangan kerja yang terbesar,

» Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekotokal dan
pemberdayaan masyarakat,

» Pencipta pasar baru dan sumber inovasi

= Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran imeadgiatan
ekspor.

Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengalasatrategis
dalam perekonomian Indonesia, sehingga perlu menjikus
pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatangbeRlayaan
koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan djfk@an akan mampu
menyelaraskan  struktur  perekonomian  nasional, merapat
pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkahgaegguran
terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinasnisaktor riil, dan
memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Raghan koperasi
juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bigemglidikan,
kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyaradtabésia lainnya.

Jika Koperasi mampu mengimplementasikan jati gajirkoperasi
akan mandiri, mampu bersaing dengan kekuatan eolamiya, mampu
memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhaar paglalam dan
luar negeri. Dilihat dari dasar hukum yang tergyadalam Undang-
Undang 1945, Koperasi memperoleh hak untuk hidupp#akembangan
di Indonesia. Koperasi yang sudah dibangun selamaga jumlahnya
sudah cukup besar. Jumlah ini merupakan aset yang llipelihara dan
diberdayakan agar dapat berkembang membantu peateriantuk
memerangi kemiskinan dan menyediakan lapangan.kéia sekarang
masih banyak koperasi yang tumbuh belum mampu rpandajuan
bersama anggotanya, mereka harus diberdayakarungaldidikan.

Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarBtmbuka
artinya anggota koperasi terbuka bagi siapa sagmasedengan jenis
koperasinya. Sukarela artinya keanggotaan kopéidek atas paksaan.
Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yan@.saesuai dengan
pengertian koperasi bahwa koperasi merupakan leegiekonomi yang
berasaskan kekeluargaan. Maka tujuan utama kopedsiah untuk
meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan a#tapgrasi anggota
yang membutuhkan kebutuhan pokok dapat membelopedasi dengan
harga yang lebih murah. Anggota yang membutuhkamamian modal
usaha dapat meminjam di koperasi. Dengan demikdaa @nggota dapat
terbebas dari rentenir yang meminjamkan uang debgaga yang sangat
tinggi. Bagi anggota yang memiliki hasil produktéstu juga dapat
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menjualnya di koperasi.Keuntungan koperasi bisardiph antara lain
dari laba penjualan danjasa peminjaman. Meskipopetasi tidak
mengambil laba penjualan atau jasa peminjaman Yaegar. Namun
apabila koperasi berjalan dengan lancar keunturkggoerasi pun bisa
menjadi besar pula. Keuntungan koperasi akan dikékam kembali
kepada anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha) Temfa setelah
dikurangi biaya-biaya operasional. Pembagian keng#n atau sisa hasil
usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak adg gamgikan.

Perkembangan koperasi secara nasional di masa gdatan
diperkirakan menunjukkan peningkatan yang signifikeamun masih
lemah secara kualitas. Untuk itu diperlukan komitemg kuat untuk
membangun koperasi yang mampu menolong dirinya irsesdsuai
dengan jati diri koperasi. Hanya koperasi yang é&etkang melalui
praktek melaksanakan nilai koperasi yang akan mabgatahan dan
mampu memberikan manfaat bagi anggotanya. Prosppkr&si pada
masa datang dapat dilihat dari banyaknya jumlapefasi, jumlah
anggota dan jumlah manajer, jumlah modal, voluseha dan besarnya
SHU vyang telah dihimpun koperasgngat prosfektif untuk
dikembangkan.

B. Koperasi Cocok dengan Demokrasi Pancasila dan Pedoman Hidup
Bangsa Indonesia

Koperasi memiliki watak sosial. Hal ini berarti bah dasar
koperasi adalah kerja sama. Di dalam koperasi, ciaggerkumpulan
bekerja sama berdasarkan kesukarelaan, persamaaat delemokrasi,
eko-nomi dan sosial) persamaan hak dan kewajibesugb dengan asas
demokrasi, berarti koperasi adalah milik para ategygendiri dan dengan
demikian pads dasamya koperasi diatur, diurus dae-lenggarakan
sesuai dengan keinginan para anggota perkumpularseindiri. Atau
dengan kata lain, bahwa dalam koperasi kekuasaamtg dipegang oleh
semua anggota yaitu melalui rapat anggota.

Pada hakikatnya pedoman hidup bangsa indonesiaviledan
diwariskan secara turun temurun dari nenek moyaag mhra leluhur.
Budi pekerti, kebudayaan termasuk gotong royong upakan ciri
khasnya. Dengan demikian ekonomi koperasi sendpatidengan mudah
diterima oleh masyarakat Indonesia, sehingga bdrkeg sangat pesat di
negri ini.
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V. PENUTUP

A . Kesimpulan

1. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakag-orang
atau badan hukum-badan hukum yang melaksanakarat&egya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagaikgerakonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Koperasi mempunyai peran besar dalam perekonommdonésia
karena dalam koperasi menggerakan ekonomi keraky#teadaan
koperasi sangat strategis sehingga perlu menj&disfpembangunan
ekonomi nasional.

3. Saat ini diperlukan komitmen yang kuat untuk mengi@nkoperasi
yang mampu menolong dirinya sendiri sesuai jatikaiperasi.

B. Saran

Diharapkan pemerintah lebih berhasil dalam meniaarkoperasi
menuju perekonomian global supaya peran koperdsmdaerekonomian
Indonesia dapat tercapai secara maksimal dan dapatingkatkan
kesejahteraan masyarakat.
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